
Sedangkan donor darah

massal HUT ke-76 SKH

Kedaulatan Rakyat ini meru-

pakan salah satu bentuk im-

plementasi jargon, Migunani

Tumraping Liyan," tutur

Wirmon Samawi.

Sementara Baskoro Jati

Prabowo menjelaskan, ke-

giatan donor darah massal su-

dah menjadi kegiatan rutin se-

tiap tahun sebagai rangkaian

peringatan HUT SKH Kedau-

latan Rakyat. Untuk tahun ini

diselenggarakan di Markas

PMI Bantul.

Kegiatan donor darah ini ju-

ga untuk memberikan edukasi

kepada masyarakat, agar ja-

ngan takut mengikuti donor

darah." Donor darah berman-

faat membantu warga yang

membutuhkan. Selain itu

darah dalam tubuh pendonor

bisa berganti baru. Sehingga

insya Allah mendapatkan pa-

hala dan menjadikan badan

lebih sehat," paparnya.

Menurut Baskoro, donor

darah massal HUT SKH

Kedaulatan Rakyat setiap

tahun ditarget memperoleh

100 kantong. Tapi karena

tahun ini masih masa pande-

mi Covid-19, hanya ditarget 76

kantong.                         (Jdm)-f

"Tahun 2022 telah ditetapkan untuk libur

nasional berjumlah 16 hari," ujar Menko

PMK saat konferensi pers usai rakor

melalui media daring. (Selengkapnya li-

hat tabel di bagian berita ini) 

Menko PMK menerangkan, penetapan

cuti bersama tahun 2022 akan ditetapkan

kemudian sambil melihat perkembangan

pandemi Covid-19. Penetapan hari libur

nasional dan cuti bersama tahun 2022 di-

maksudkan sebagai pedoman bagi ma-

syarakat, sektor ekonomi dan sektor

swasta dalam beraktivitas serta sebagai

rujukan bagi kementerian dan lembaga

pemerintahan dalam menentukan peren-

canaan program-program kerja.

Menko PMK menegaskan, Pemerintah

Indonesia memperhatikan perkembangan

pandemi Covid-19 dalam penetapan SKB

Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti

Bersama Tahun 2022.  "Penetapan libur

nasional dan cuti bersama juga berdasar-

kan hasil evaluasi selama dua tahun ter-

akhir sejak pandemi Covid-19," tambah-

nya.

Muhadjir menyebutkan, untuk aturan

terkait pelaksanaan libur dan cuti bersama

pada sektor swasta diatur Kementerian

Ketenagakerjaan. Sementara Kemenpan

RB  menyiapkan peraturan mengenai cuti

bersama untuk Aparatur Sipil Negara

(ASN). "Semoga tahun depan pandemi

Covid-19 sudah bisa diatasi dengan baik,

sehingga penetapan cuti bersama betul-

betul bisa direalisasikan di tahun 2022,"

harap Menko PMK. (Ati)-f

SUDAH cukup lama

kekhawatiran munculnya

gunung limbah masker bakal

terjadi. Bagaimana tidak?

Ketika pandemi menggoyang

negeri ini, mengenakan

masker merupakan salah

satu ketentuan dalam pro-

tokol kesehatan. Sedangkan,

masker kesehatan hanya

sekali pakai langsung buang.

Pakar lingkungan sudah

setahun silam mengingatkan

lonjakan penggunaan mas-

ker bisa menimbulkan per-

masalahan, terutama jumlah

limbah plastik sekali pakai

tersebut. Tentu hal itu tak

boleh dibiarkan terlalu lama. 

Untuk itu, laboratorium

Fakultas Teknik Industri

(FTI) UII pun tidak tinggal

diam. Menurut Dekan FTI

UII Prof Dr Ir Hari Purnomo,

Rabu (22/9), harus konsen-

trasi agar bisa menghasilkan

produk yang bisa diman-

faatkan masyarakat.

Menjawab tantangan itu,

dosen dan peneliti FTI UII Dr

Arif Hidayat selama enam

bulan terus berkutat meng-

olah limbah masker menjadi

bahan bakar cair. Menurut-

nya, studi terbaru memperki-

rakan setiap bulan diguna-

kan 129 miliar potong mas-

ker wajah di seluruh dunia

atau penggunaan masker

wajah sekali pakai sekitar 3

juta potong per menit. 

"Lonjakan penggunaan

masker menciptakan perma-

salahan, yakni peningkatan

jumlah limbah plastik sekali

pakai," tandas Arif didampi-

ngi Prof Hari Purnomo. 

Masker menurutnya, kian

menjadi persoalan, ketika

dibuang sembarangan.

Apalagi masker sekali pakai

terbuat dari bahan polimer,

terutama dari Polypropylene

(PP) atau High-Density Poly

Ethylene (HDPE). 

Proses Pirolisis

Arif mengemukakan, lim-

bah masker berpotensi bisa

diolah menjadi bahan bakar

alternatif  melalui proses

pirolisis. Proses ini meng-

hasilkan produk cair yang

dapat dimanfaatkan sebagai

bahan bakar minyak.

Sebelum diproses, limbah

masker disemprot disinfek-

tan. Baru kemudian diproses

di dalam tabung reaktor

pirolisis dengan pemanasan

400-500. Pirolisis sendiri

merupakan proses pem-

anasan tanpa adanya oksi-

gen di dalam ruangan tertu-

tup yang bisa menjadi cairan

dan padatan.

"Saat ini tabung reaktor

pirolisis yang digunakan

mempunyai volume 5 liter

dan mampu menampung

limbah masker sebanyak 1

kg. Dari setiap pemrosesan 1

kg limbah masker diperoleh

produk cair sebanyak 500-

600 mL. Analisis terhadap

kandungan kimia juga sudah

dilakukan dan didapatkan

komponen penyusunnya

hampir sama dengan

senyawa hidrokarbon yang

banyak terdapat di dalam

BBM," ungkap Arif di lab FTI

UII di Jalan Kaliurang Km

14,5. 

Dalam penelitian ini Arif

dibantu 4 mahasiswa Teknik

Kimia FTI UII yakni Guntur

Martha Baya, Sidiq Ichwanul

Hakin, Faishal Sultan

Widhartsani dan Fatur Rizky

Novriady. Sisanya, menjadi

arang yang bisa diman-

faatkan kembali sebagai

briket dan kembali untuk

proses pemanasan, yang se-

lama ini masih menggu-

nakan listrik. 

Menurutnya, analisis ter-

hadap kandungan kimia juga

sudah dilakukan dan dida-

patkan komponen pe-

nyusunannya hampir sama

dengan senyawa hidrokarbon

yang banyak terdapat di

dalam BBM. (Fsy)-f
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Sedangkan untuk laga terakhir, tim DIY akan

menghadapi tuan rumah Papua pada Senin

(27/9). Karena tim peserta hanya ada 4, maka

pertandingan menggunakan sistem round

robin atau setengah kompetisi.

Nantinya, dari hasil semua laga, juara grup

berhak merebut medali emas, posisi kedua

meraih medali perak dan posisi ketiga menda-

pat perunggu. "Tim DKI memang salah satu tim

terkuat selain Jabar. Mereka di polo air putri pu-

nya tradisi dari PON ke PON, beberapa atlet

mereka merupakan pemain Timnas. Tapi de-

ngan latihan selama ini, saya tetap yakin atlet-

atlet kita akan memberikan perlawanan keras,"

ujarnya.

Selain polo air, DIY juga akan turun di cabor

terbang layang yang perlombaannya akan

berlangsung di Lanud TNI AU Timika. Menurut

Pelatih terbang layang DIY, Lettu AU Ariyanto,

untuk terbang layang di hari pertama akan

melombakan nomor precision landing single

seater putra dan putri flight A, precision landing

single seater putra dan putri flight B. "Selain

lomba, besok agenda kami ada tes flight di lan-

dasan baru oleh atlet kami Wiwin, Ariyanto dan

Andry," jelasnya.

Sementara itu, hasil menggembirakan suk-

ses diraih atlet asal DIY di cabor triathlon yang

pada PON kali ini masih berstatus ekshibisi.

Medali perunggu DIY dipersembahkan Angela

Patrisia Vanya pada nomor aquathlon putri.

Angela yang finish dengan catatan waktu 37

menit 48 detik, berada di belakang Dhea Meisy

(Sulawesi Tenggara) yang berada di posisi ke-

dua dan Zahra Bulan (Jabar) sebagai juara.

(Hit)-f
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edukasi dan memotivasi lansia agar

mau divaksin supaya bisa mencapai

target 60 persen akhir September 2021

ini. 

Sementara itu, cakupan vaksinasi

masyarakat DIY untuk dosis pertama

mencapai 76,73 persen atau 2.209.650

orang dan dosis kedua mencapai 38,27

persen atau 1.102.052 orang dari total

sasaran 2.879.699 orang per 22

September 2021. 

"Cakupan vaksinasi dosis tiga bagi

tenaga kesehatan mencapai 70,92

persen atau 23.971 nakes dari target

sasaran 33.799 orang. Ditargetkan ca-

paian vaksinasi DIY bisa mencapai 80

persen sampai akhir bulan ini sesuai ke-

tentuan pemerintah pusat dalam men-

capai herd immunity atau kekebalan ko-

munal terhadap virus Korona,"

terangnya. 

Ketua Tim Percepatan Vaksinasi DIY,

Sumadi mengungkapkan, sebetulnya

capaian vaksinasi di DIY sudah cukup

tinggi. Bahkan termasuk empat besar

provinsi yang cakupan capaian vaksi-

nasinya tinggi yaitu DIY, DKI Jakarta,

Riau dan Bali. Vaksinasi terus dilakukan

oleh Pemda DIY untuk melakukan per-

cepatan vaksinasi dengan harapan pa-

da Oktober mendatang capaiannya

bisa 80 persen. Semua itu dilakukan

untuk mencapai kekebalan komunal

atau herd immunity sehingga bisa

membuka berbagai sektor, mulai pen-

didikan, perekonomian dan sebagai-

nya. 

Upaya percepatan vaksinasi terus di-

lakukan dengan berbagai stakeholder

terutama TNI-Polri dan swasta. Dalam

proses percepatan vaksinasi, Pemda

selalu mendekatkan vaksinasi ke titik

terdekat masyarakat. Bahkan hingga

tingkat RT/RW dan kalurahan.

"Kita selalu mendekatkan vaksinasi.

Untuk masyarakat yang tidak bisa men-

gunakan gadget maka teman-teman di

wilayah bisa jemput bola dan ini  diapre-

siasi Menko Marves," ujar Ketua Tim

Percepatan Vaksinasi DIY, Sumadi.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan

dan Administrasi Umum Pemda DIY itu

menjelaskan, secara umum capaian

vaksinasi per 21 September 2021 sebe-

sar 75,54 persen atau 2.175.466 orang

dari total sasaran 2.879.699 orang un-

tuk dosis pertama. Sementara dosis ke-

dua tercapai 36,10 persen atau

1.039.706 orang. Vaksinasi yang sela-

ma ini dilakukan tidak dipungkiri tergan-

tung stok vaksin yang tersedia. Namun

sejauh ini Pemda selalu berkomunikasi

dengan Kementerian Kesehatan agar

selalu dikirim, bahkan rencananya be-

sok atau Kamis (23/9) ada kiriman se-

banyak 82.000 dosis.               (Ira/Ria)-d
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"Mengingat besarnya potensi

Indonesia, saya yakin posisi Indonesia

sekarang ini masih sangat mungkin

untuk meningkat lagi, bahkan menja-

di pemain utama industri keuangan

syariah dunia," tegas Wakil Presiden

(Wapres) KH Ma'ruf Amin ketika

membuka secara virtual Indonesia

Sharia Summit 2021 dari Kediaman

Resmi Wapres, Jakarta, Rabu (22/9).

Menurut laporan Islamic Finance

Development Indicators (IFDI) 2020,

Indonesia masuk lima besar negara

dari 135 negara berdasarkan nilai

asetnya yang mencapai USD 3 miliar,

di bawah Arab Saudi (USD 17 miliar),

Iran (USD 14 miliar), Malaysia (USD

10 miliar), dan Persatuan Emirat

Arab (USD 3 miliar).

Dalam temu pakar dan pelaku eko-

nomi syariah 'Kemaslahatan untuk

Bangkit Bersama' tersebut, Wapres

menjelaskan potensi-potensi di sektor

industri halal. Menurut Bank Indo-

nesia, pertumbuhan rantai nilai ha-

lal/halal value chain (HVC) untuk pro-

duk fesyen muslim dan kosmetik ha-

lal meningkat. Bahkan pertumbuhan

sektor pertanian dan makanan halal,

sebagai pendukung utama HVC, ber-

ada di atas pertumbuhan produk do-

mestik bruto (PDB) nasional. 

Selain itu, nilai ekspor bahan

makanan halal Indonesia juga meng-

alami peningkatan, dari sekitar USD

30 miliar pada 2019 menjadi sekitar

USD 34 miliar pada 2020.

Wapres memaparkan inisiatif-inisi-

atif strategis yang telah dan sedang

dikembangkan Pemerintah bersama

Bank Indonesia serta Komite

Nasional Ekonomi dan Keuangan

Syariah (KNEKS) dalam penguatan

HVC. Inisiatif tersebut berupa pen-

guatan sistem jaminan halal melalui

sertifikasi halal gratis bagi pelaku

usaha mikro dan kecil (UMK) dan pe-

netapan kawasan industri halal di

Sidoarjo, Jawa Timur; Cikande,

Banten; dan Bintan, Kepulauan Riau.

Selain itu, dilakukan pula peningkat-

an kapasitas pelaku usaha syariah. 

(Sim)-d

KEUANGAN SYARIAH DUNIA

Optimis RI Jadi Pemain Utama
DOSEN-MAHASISWAFTI UII ADAKAN PENELITIAN

Ubah Limbah Masker Jadi Bahan Bakar Cair

JAKARTA(KR) - Sektor industri produk halal terus memberikan

nilai tambah bagi perekonomian nasional selama pandemi Covid-19.

Potensi industri halal tersebut diimbangi dengan potensi industri ke-

uangan syariah nasional yang tak kalah besar. 

KR-Fadmi Sustiwi

Para mahasiswa FTI UII sedang menjelaskan proses
kerja pengelolaan limbah masker.

Pasalnya pemerintah mengusulkan

penyederhanaan atas sejumlah pajak da-

erah dan retribusi daerah. Restrukturisasi

pajak daerah akan menyusutkan dari 16

jenis yang berlaku sekarang ini menjadi

14 jenis pajak daerah. 

Penyederhanaan struktur pajak daerah

salah satunya dilakukan dengan meng-

usulkan Pajak atas Barang dan Jasa

Tertentu (PBJT). Jenis pajak anyar itu

merupakan penggabungan dari beberapa

jenis pajak atas konsumsi di daerah.

Seperti hotel, restoran, rumah makan, hi-

buran, parkir, dan penerangan jalan.

Beberapa jenis pajak tersebut beririsan

dengan pajak konsumsi barang/jasa yang

diintroduksikan dalam RUU KUP sebagai

pengganti konsep PPN (pajak pertamba-

han nilai). Pajak barang/jasa tipikal adalah

pajak pusat, sehingga pemerintah daerah

kemungkinan akan benar-benar kehilang-

an objek pajak.

Potensi kehilangan lagi sumber peneri-

maan daerah masih terbuka. Jika pajak

karbon yang diusulkan RUU KUP disetu-

jui, pemerintah daerah provinsi akan kehi-

langan andalan sumber PAD (pendapatan

asli daerah) dari pajak kendaraan bermo-

tor dan pajak bahan bakar kendaraan ber-

motor. 

Sementara, restrukturisasi objek re-

tribusi daerah jauh lebih ÔkejamÕ lagi. Dari

32 jenis retribusi yang berlaku akan ditata

ulang menjadi hanya 18 jenis retribusi.

Sejumlah pungutan atas layanan publik

yang bersifat wajib disediakan oleh peme-

rintah daerah (public service obligation,

PSO) akan dihapuskan.

Penghapusan pungutan retribusi PSO

tampaknya layak. Jika tetap dipungut, ia

menambah beban masyarakat.

Contohnya adalah retribusi biaya cetak

KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Akta

Catatan Sipil. Kemudian pelayanan tera

dan tera ulang, pengujian alat pemadang

kebakaran, pelayanan pemakaman, ter-

minal, dan sejenisnya. 

Di satu sisi, pemerintah daerah akan

kehilangan sumber penerimaan retribusi.

Di sisi lain dan pada saat yang sama pe-

merintah daerah harus mengeluarkan

tambahan belanja untuk menyeleng-

garakan layanan publik termaksud.

Penurunan kualitas layanan publik menja-

di kekhawatiran yang sangat logis.

Dengan konfigurasi problematika di

atas, mekanisme HKPD harus dibarengi

pula dengan alternatif solusi pembiayaan

PSO. Pembiayaan PSO patut dima-

sukkan ke dalam komponen TKDD

(Transfer Daerah dan Dana Desa) seba-

gai tambahan faktor pembobot untuk tiap

daerah. 

Sejalan dengan itu, pemerintah daerah

dituntut harus reformatif mencari sumber

baru penerimaan retribusi. Masing-ma-

sing daerah niscaya memiliki potensi

sosial-ekonomi khas yang bisa dipungut

retribusi tanpa menimbulkan efek distorsi.

Pendekatan yang berbasis pada kearifan

lokal tentu akan jauh lebih efektif.

Menggabungkan dua ikhtiar di atas, pe-

merintah pusat bisa Ômeniupkan ruhÕ

edukasi pada TKDD yng didistribusikan ke

daerah. Pemerintah daerah yang mampu

proaktif menggali sumber retribusi baru di

luar PSO akan diberikan, misalnya, dana

insentif ekstra. Dengan cara ini, pemerin-

tah daerah akan lebih kreatif.

Sampai di titik ini, peran aktif masyara-

kat memegang peranan yang sangat

menentukan. Retribusi adalah penerima-

an daerah karena ada jasa yang dipasok

kepada masyarakat. Oleh karenanya,

pembayaran retribusi menjadi wahana in-

teraksi timbal-balik antara pemerintah da-

erah dan warganya dalam membangun

daerah. 

Beberapa prasyarat akan mengon-

disikan keuangan daerah relatif ÔmandiriÕ

dalam mengembangkan perekonomian

daerah masing-masing. Alhasil, otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal yang su-

dah digelar sejak 2001 akan langgeng.

Jargon Ôpembangunan daerahÕ tidak

bergeser kembali menjadi Ôpembangunan

di daerahÕ. Bukan begitu?

(Penulis adalah Guru Besar Fakultas

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta,

Direktur Riset SEEBI 

(the Socio-Economic & Educational

Business Institute) Jakarta)-d


